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Pond 10Uk Irear dan Kolael: qe
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Nomor v 13/%/D1/'79
]_,r\mplrm 1 dnltor

ICALA. DINAS PENDIDTKAN DASAIL DAN KEIUDAYAAN PHOVLNGE
DAERAN TINGKAT I JAWA T'IMUR

Smal Kopnla Knnlor D) dan K Eabupnbon  Daorah Tipekak IT ) jor o, i
tanggal 19 April 1979 No, F.R0L/0.7/1979 tentang hal ugul  pomeris
Sclkcolah Jannr Nogond, '

MENIMDANG ¢ l. Dahwa pada dewann inl di  Jnorsh Tingkat 1T Fabupaten Dojereson
towdapat ponambaban Sekolah Daonr Nogorl yang b Il polagen] o 4
bt diripnda pendirdian Sokolah Dasax Hegorl Inpres, Sekolah  I=ue
Negord Usaba Masyarakat dan Sckolah Iasar Nogeri dord pemecalion,
nnnplngg Bordapnbnya porubahin fpenghaponnn nama Sevolah hpare 1 e-r
kneona pernbaban/penghapunan nann Dosa dan gobogalnga.
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tlvitan pelaksanaan sceara keseluruban tugan Moas dibidane aduind
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oabut dan menctapkan kembali kelembagaan Sekolah Insar Megeri e
ngan memberikan nama dan nomor Sckolah Dasar Hepeii yang berada il
Dacrah Tingkat II Kabupaten / Kotamadyn co Jawe imur,

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintsh No. 65 tahun 1951 ;
2, Keputusnn Gubernur Kepala Dacrah Propinsi Jawa Timur
tangzal 29 Descember 1952 Nomor : D.H, 3]. /1619 3
Js Undang-Undang No. 5 tchun1974 ; )
A+ Inpren 10/73, Inpres G/74, Inpres G/75, Inpres 3/75, Inpren 3/,
. dan Inpres 6/78
mmm, HEMUTUT‘}KAN .
KESATU t Moneabut Surat Fdazan Kopnla Dinanp I'D dnn K Uropiond. Dancah Tlhogh !
Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1030/A.2 tentang penyaderhane-n-
noma/nebutan Sckolah Nalyat (S D) di Jawa Timar,
KEDUA : Mcnetapkan nama dan nomoxr Sckolah-Sckolali Dasexr Megorl yang berad- i

Dacrah Tingkat II Kabupaten Dojonegoro acbhagaimana tercnntum dalai ring
tar lampivan Sarat Keputusan ini.
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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Patimura No. 9 Telepon (0353) 881580

BOJONEGORO

Kepada :
Yth. Sdr. 1. Pengawas Sekolah jenjang TK, SD,
SMP se- Kab. Bojonegoro

2. Penilik se- Kab. Bojonegoro

3. Kepala Satuan Pendidikan di jajaran
Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro

Di -
BOJONEGORO
SURAT PENGANTAR
Nomor : 800/ ?!? /1412.201/2022
No Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan
' 1. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun | 1 bendel | Dikiim dengan hormat
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati agar dilaksanakan dan
Bojonegoro Nomor 83 Tahun 2020 tentang dipedomani.

Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Bojonegoro, \& Mei 2022

9660306 199403 1 010
Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

(sebagai laporan)



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Saliman

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional
yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu
menctapkan  Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 19635
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),
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Menetapkan

4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

g‘l

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomr 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi

W

kewenangan Daecrah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada

N

Dinas.

8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.

10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupali ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
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(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan
Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari
Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdiri dari :
a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terdiri dari :
a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
1. SD Negeri Balenrejo;
2. SD Negeri Bulaklo;
3. SD Negeri Bulul;
4. SD Negeri Bulu II;
5. SD Negeri Kabunan,;
6. SD Negeri Kedungbondo II;
7. 8D Negeri Kedungbondo III;
8. 8D Negeri Kedungdowo II;
9., SD Negeri Kemamang;
10. SD Negeri Kenep 1I;
11. SD Negeri Lengkong;
12. SD Negeri Margomulyo I;
13. SD Negeri Margomulyo II;
14. SD Negeri Mayangkawis I;
15. 8D Negeri Mayangkawis II;
16. SD Negeri Mulyoagung;
17. SD Negeri Mulyorejo I;
18. SD Negeri Mulyorejo Il;
19. SD Negeri Ngadiluhur I,
20. SD Negeri Ngadiluhur Il;
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SD Negeri Tambahrejo [
SD Negeri Tambahrejo Il;
SD Negeri Tejo;

SD Negeri Temu I;

SD Negeri Temu 1.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kapas terdiri dari :

L
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SD Negeri Bakalan [;
SD Negeri Bakalan TI;
SD Negeri Bangilan;
SD Negeri Bendo;

SD Negeri Bogo;

SD Negeri Kalianyar;
SD Negeni Kapas I;

SD Negeri Kapas II;
SD Negeri Kedaton II;
SD Negeri Kumpulrejo;

. SD Negeri Model Terpadu Bojonegero;
. SD Negeri Mojodeso II;

. SD Negeri Ngampel;

. SD Negeri Padangmentoyo,

. SD Negeri Plesungan;

. SD Negeri Sambiroto I;

. SD Negeri Sambiroto II;

. SD Negeri Sembung;

. SD Negeri Semenpinggir;

. SD Negeri Sukowati;

. SD Negeri Tanjungharjo I;

. SD Negeri Tanjungharjo IV;

. SD Negeri Tapelan;

. SD Negeri Tikusan;

25.

SD Negeri Wedi.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kasiman terdiri dari :

© N0 0 b LN

e —
DN -0

SD Negeri Batokan I;
SD Negeri Batokan V;
SD Negeri Besah I;

SD Negeri Besah II;
SD Negeri Betet;

SD Negeri Kasiman [;
SD Negeri Kasiman II;
SD Negeri Kasiman III;
SD Negeri Ngaglik I;
SD Negeri Sambeng [;

. SD Negeri Sekaran [;

SD Negeri Sekaran Il;
8D Negeri Sekaran lII;
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SD Negeri Sidomukti I
SD Negeri Sidomukti I1;
SD Negeri Tambakmerak 11;
SD Negeri Tambakmerak I1I;
SD Negeri Tembeling 1.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedewan terdiri dari :

1.

ol

o

7.
8.
9.
10.
11

SD Negeri Beji II;

SD Negeri Beji I11;

SD Negeri Beji IV;

SD Negeri Hargomulyo I;
8D Negeri Hargomulyo II;
SD Negeri Hargomulyo 1V;
SD Negeri Kawengan;

SD Negeri Kedewan I;

SD Negeri Kedewan III;
SD Negeri Wonocolo I;
SD Negeri Wonocolo I1.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedungadem terdiri dari :

CRNO G PN

—
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SD Negeri Babad II;

SD Negeri Babad llI;
SD Negeri Babad 1V;
SD Negeri Balongcabe;
SD Negeri Dayukidul I;
SD Negeri Dayukidul II;
SD Negeri Drokilo I;

SD Negeri Drokilo II;
SD Negeri Duwel;

. SD Negeri Geger;
. SD Negeri Jamberejo I;

SD Negeri Jamberejo 11;
SD Negeri Jamberejo III;

. SD Negeri Kedungadem I;
. 8D Negeri Kedungadem IlI;
. SD Negeri Kedungrejo I;

. SD Negeri Kedungrejo II;
. 8D Negeri Kendung I;

. SD Negeri Kendung II;

. 8D Negeri Kendung III;

. SD Negeri Kepohkidul T;

. SD Negeri Kepohkidul II;
. SD Negeri Kesongo I;

. SD Negeri Kesongo ll;

. SD Negeri Megale I;

SD Negeri Megale II;
SD Negeri Megale I11;
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BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

(1) Dalam rangka mcnunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan
administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah
langga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan kecuangan, serta
pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing
wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang
pendidikan.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-
masing kecamatan.

(3) Koordinator wilayah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau
dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala
Dinas Pendidikan.

Pasal 12

(1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1)
mempunyai fungsi:
a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik
dan tenaga kependidikan;
c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah;
dan
¢. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan
dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan
beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1)
terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas,

3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen,
Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno,
Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

ik N oo s
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10. Koordinator Wilavah Kecamatan Sukosewu,;
11 Koordimator Wilavah Kecamatan Trucuk;

12 Koordinator Wilavah Kecamatan Malo,

13, Koordimator Wilavah Kecamatan Kalitidu;

14. koordinator Wilavah Kecamatan Dander;

15, Koordinator Wilavah Kecamatan Padangan;
16. koordinator Wilavah Kecamatan Purwosari,
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19 Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;

20. Kkoordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;

23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayvah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengelahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten |
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juai 2919

BUPATI BOJONEGORO,

: : ; . Hj. ANNA MU’A
Diundangkan di Bojonegoro Ui ARRA WARAT

pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. BEKRETARIS DAE KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR . 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD]

KEPALA SEKOLAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

= GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,
wd.

Sali i ; - DR. Hj. ANNA MU'AWANAH
Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAE KABUPATEN BOJONEGORO

—

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NID 1Q74N4N2 1004072 1 NNA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR © 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA SEKOLAH

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN i
FUNGSIONAL

= GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,
trd.

DR. Hj. ANNA MU’AWANAH
Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS AE@(ABUPATEN BOJONEGORO

»

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

& Dipindai dengan CamScanner
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